
5. Keputusan ...

l. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5252);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3696);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tariah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Talrun 1998 Nomor 52
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo;
3746);

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan.
Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006
tentang Badan Pertanahan Nasional;

.Mengingat

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pertanahan,
terhitung mulai tahun 2013 penyiapan dan pembuatan
blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dilakukan oleh
masing-masing Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat
Pembuat Akta Tanah Pengganti, Pejabat Pembuat Akta
Tanah Semen tara, atau Pejabat Pembuat Akta Tanah
Khusus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu perubahan atas Peraturan Menteri
Negara Agrariay Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
3 tahun 1997 ten tang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 ten tang Pendaftaran
Tanah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
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(4)Penyiapan ...

"Pasal96
.(1) Bentuk akta yang dipergunakan di dalam pembuatan akta sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), dan tata cara pengisian
dibuat sesuai dengan Lampiran Peraturan ini yang terdiri dari:
a. Akta Jual Beli; .
b. Akta Tukar Menukar;
c. Akta Hibah;
d. Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan;
e. Akta Pembagian Hak Bersama;
f. Akta Pemberian Hak Tanggungan; .
g. Akta Pemberian Hak Guna BangunanjHak Pakai di atas Tanah Hak

Milik;
h. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan;

(2) Dihapus.
(3) Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 95 ayat (1) dan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) tidak dapat dilakukan
berdasarkan akta yang pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan pada
ayat (1).

Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara AgrariajKepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ten tang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diubah sebagai
berikut:
Ketentuan Pasal 96 ayat (2) dihapus, dan ayat (3) diubah, serta setelah ayat (3)
ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 96
. berbunyi.sebagai berikut:

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TENTANGPERUBAHANATASPERATURANMENTERINEGARA
AGRARIAjKEPALABADANPERTANAHANNASIONALNOMOR3
TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURANPEMERINTAHNOMOR 24 TAHUN1997 TENTANG
PENDAFTARANTANAH.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

5. Keputusan Presiden Nomor 67 jM Tahun 2012 tentang
Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan
Nasional;

6. Peraturan Menteri Negara AgrariajKepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 ten tang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasiorial Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nornor 37 Tahun 1998 ten tang Peraturan Jabatan Pejabat .
Pembuat Akta Tanah;
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BERITANEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN NOMOR .

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIA,

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 27 Desember 2012

Pasal II

1. Dengan mulai berlakunya peraturan ini:
a. blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang masih tersedia di kantor

Badan Pertanahan Nasional atau masing-masing Pejabat Pembuat Akta
Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti, Pejabat Pembuat Akta
Tanah Sementara, atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus masih
dapat dipergunakan.

b. blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud pada
huruf a, apabila Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak menggunakan lagi, .
wajib dikembalikan ke kantor pertanahan setempat paling lamb at 31
Maret 2013.

c. pengembalian akta sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan
dengan membuat berita acara penyerahan blanko akta Pejabat Pembuat
Akta Tanah dari Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan
kepada Kepala kantor pertanahan setempat atau pejabat yang ditunjuk.

d. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan yang bertentangan
dengan Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

.(4) Penyiapan dan pembuatan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat
Pembuat Akta Tanah Pengganti, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara,
.atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus.

(5) Kepala Kantor Pertanahan menolak pendaftaran akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat
(1)."
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